BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Penerapan hukum terhadap Tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di
media sosia termasuk kepada tindak pidana khusus yang harus ditangani
secara khusus pula. Tindak pidana ujaran kebencian di media sosia telah
diatur secara jelas didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27
ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Kemudian terkait ketentuan pidana terhadap
tindak pidana ujaran kebencian tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 45
dan Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11
Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian, dalam penegakan hukum dan proses
penindakan penegak hukum telah diatur pula secara jelas didaam SE
Kapolri No.: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Soeech). Para penegak hukum dapat dengan tegas menindak para pelaku
ujaran kebencian di media sosia dengan melakukan penindakan secara
preventif terlebih dahulu, karena tindak pidana ujaran kebencian harus
mengutamakan upaya pencegahan seperti dengan melakukan sosialisas ke
masyarakat. Jikatindak pidana ujaran kebencian telah terjadi di media sosia
maka Polis dapat melakukan upaya represif dengan menindak tegas para

pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
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2. Upaya Pemerintah dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian di
media sosial antara lain dengan membentuk lembaga/unit khusus dalam
menanggulangi cyber crime. Dalam lembaga Kepolisian, melaui
Keputusan Kapolri Nomor Pol.: KEP/54/X/2002 tertanggal 17 Oktober
2002 dibentuk tim khusus cybercrime dalam menangani cybercrime di
dunia maya. Kemudian, di Pemerintahan pusat, Presiden membentuk
lembaga non-kementerian, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
yang langsung berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 16 Desember 2017. Selain itu,
upaya pemerintah memerangi tindak pidana ujaran kebencian di media
sosial adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat
terkait tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Seperti kampanye
melawan hoax yang sudah dilakukan di Bandung melalui kegiatan
‘Bandung Hantam Hoax’ pada tanggal 20 Februari 2017. Kegiatan tersebut
menargetkan kepada masyarakat umum dan pelgjar di kota Bandung dan
mendeklarasikan antara lain untuk menyatakan sikap menentang segala
bentuk hoax, penyebarluasan hoax dalam bentuk apapun, menolah hoax
dan segala bentuk penyalahgunaan media sosia yang merusak nilai-nilai
humanity, responsibility, friendship, enlighment, dan harmoni, dan

mendukung penggunaan media sosia yang positif dan bermanfaat
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B. Saran

1. Tindak pidana ujaran kebencian di media sosia harus diperhatikan secara
khusus dan tidak bisa dianggap tindakan biasa. Penegak hukum harus
secara tegas menindak seseorang yang mengunggah sesuatu dimedia sosial
baik berupa berita, gagasan, pernyataan ataupun dalam bentuk apapun
yang mengandung unsur ujaran kebencian. Jangan menunggu sesuatu viral
terlebih dahulu apalagi sampai terjadi konflik dimasyarakat. Para penegak
hukum harus tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocent dan
persamaan dimuka hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam
menerapkan hukum terhadap seseorang. Hak-hak asasi manusia seseorang
tetap terjaga dan Polisi tidak sewenang-wenang dalam bertindak.

2. Dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara
praktik harus lebih ditingkatkan kembali. Kepolisian dapat melakukan
suatu upaya sosialisas terhadap masyarakat betapa pentingnya etika dalam
bermedia sosiad serta penjelasan terkait hal-hal apa sgja yang dilarang
dalam bermedia sosial, serta sanks pidana jika melanggarnya. Lalu, pada
sisi pemerintah, harus lebih banyak bekerjasama dengan berbagal platform
penyedia media sosial seperti facebook, twitter, instagram, youtube, dsb.
Seperti dengan melibatkan unsure pemerintahan kedalam badan organisasi
penyedia media sosial tersebut yang ada di Indonesia. Hal tersebut guna
mencegah dan menangkal keahatan dimedia sosial khususnya ujaran
kebencian, misalnya adalah dengan cara melacak, menggali informasi

hingga men-take down akun-akun yang terbukti mengujarkan kebencian.
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Lalu, pemerintah, dalam hal ini kepolisian, dapat mencari informasi pelaku
ujaran kebencian dengan cepat dan tepat. Selain itu, harus meningkatkan
sumber daya manusia ataupun teknologi yang dapat menunjang akses
menuju pencegahan ujaran kebencian di media sosia seperti sistem
pemblokiran otomatis ketika mengunggah suatu hal yang berbau ujaran

kebencian.
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